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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA ANTARA PUSKESMAS, UNIT TRANSFUSI 
DARAH, DAN RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN DARAH UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN 

IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program penurunan angka 
kematian ibu, dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan darah sebagai salah satu pelayanan kesehatan 
dasar;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan darah untuk menurunkan angka kematian ibu perlu 
dilakukan kerja sama antara Puskesmas dengan unit transfusi darah serta rumah sakit sebagai fasilitas 
pelayanan kesehatan rujukan lanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara 
Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan Angka 
Kematian Ibu.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah 
Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1756);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, 
Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta 
Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 135).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 
SAMA ANTARA PUSKESMAS, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN DARAH 
UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit 
Dalam Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu digunakan sebagai acuan bagi dinas 
kesehatan, Puskesmas, unit transfusi darah, dan rumah sakit dalam melaksanakan kerja sama penyediaan 
darah bagi kebutuhan ibu melahirkan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit 
Dalam Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu bertujuan untuk:

a. mengatur mekanisme yang menjamin upaya tersedianya persediaan darah yang aman bagi ibu 
melahirkan disuatu wilayah;

b. meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjadi pendonor darah sukarela; dan

c. meningkatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 
penyediaan darah yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Pasal 3

Ruang lingkup Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit 
Dalam Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu meliputi:

a. pelayanan kesehatan pada ibu hamil;

b. rekrutmen dan seleksi awal donor;

c. pengambilan dan pengolahan darah;

d. permintaan dan distribusi darah;
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e. informasi;

f. pencatatan dan pelaporan; dan

g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit Dalam 
Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dilakukan berdasarkan sistem rujukan dan 
prinsip portabilitas.

(2) Prinsip portabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk unit transfusi darah sebagai 
pihak yang melakukan kerjasama dan/atau pelayanan darah yang menjadi lingkup kerja sama.

Pasal 5

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit 
Transfusi Darah, dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pelatihan pelatih dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas untuk pengelolaan 
program, rekrutmen, dan seleksi donor;

b. penyusunan pedoman untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Puskesmas untuk 
pengelolaan program, rekrutmen dan seleksi donor;

c. sosialisasi program kerja sama; dan

d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

Pendanaan kegiatan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit Dalam 
Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 7

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kerja Sama Antara Puskesmas, Unit Transfusi Darah, dan Rumah Sakit 
Dalam Pelayanan Darah Untuk Menurunkan Angka Kematian Ibu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 13 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 37
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